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RANCANGAN 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN … 

TENTANG 

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL 

WALI KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 135 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang dan untuk melakukan 

penyesuaian terhadap kelembagaan Pengawas Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

BAHAN RDP 
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serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019; 

  b.  bahwa beberapa pengaturan mengenai mekanisme 

Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota dalam Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu 

diganti; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan 

Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; 

  

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata 

Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

3.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 

2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 141); 

4.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola 

Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 
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Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 438); 

5.  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

421); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI 

KOTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara 

langsung dan demokratis. 

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah 

peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, 

gabungan partai politik, atau perseorangan yang 

didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi. 
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3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota 

dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan 

yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai 

politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau 

mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 

17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang 

terdaftar dalam Pemilihan. 

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya 

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan. 

7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan di wilayah Provinsi. 

8. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang 

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Pemilihan. 
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9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia 

yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang 

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di 

wilayah Kecamatan. 

10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah 

petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah 

kelurahan/desa. 

11. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk 

oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu 

Kelurahan/Desa.  

12. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.  

13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum 

yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

penyelenggaraan Pemilihan.  

14. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan 

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan 

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.  

15. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas 

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  

16. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 
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Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di 

tingkat Kecamatan atau nama lain. 

17. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di 

tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 

18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara . 

19. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang 

bertugas menangani pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu 

kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum 

yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani 

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. 

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara 

untuk Pemilihan. 

21. Penindakan adalah serangkaian proses penanganan 

pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, 

pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, 

dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil 

kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang 

berwenang untuk ditindaklanjuti. 

22. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan 

yang mengandung dugaan pelanggaran. 

23. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut 

Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis 

oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan 

terjadinya pelanggaran Pemilihan. 

24. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan kasus 

dugaan pelanggaran Pemilihan. 
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25. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang 

bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terkait Pemilihan. 

26. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah 

pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan 

yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum 

menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. 

27. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran 

yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan 

dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. 

28. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana 

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan 

tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Wali Kota. 

29. Hari adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam 

hari menurut kalender.  

 

Pasal 2 

(1) Pengawas Pemilihan berwenang melakukan penanganan 

dugaan Pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan.  

(2) Dalam melaksanakan penanganan dugaan Pelanggaran 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu kecamatan dibantu oleh jajaran 

kesekretariatan.  

(3) Tata cara penanganan pelanggaran yang dilaksanakan 

oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS diatur 

lebih lanjut dalam petunjuk teknis. 
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BAB II 
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  

 
Bagian Kesatu 

Laporan 

 

Pasal 3 

(1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan disampaikan oleh: 

a. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih 

pada pemilihan setempat; 

b. pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota; atau 

c. Peserta Pemilihan. 

(2) Pelapor dalam menyampaikan Laporan 

dapat didampingi oleh pihak lain yang ditunjuk oleh 

Pelapor. 

(3) Penunjukan pendamping sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disertai dengan surat kuasa khusus. 

(4) Pelapor dalam melaporkan laporan tidak dapat diwakili. 

 

Pasal 4 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan 

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau 

ditemukannya Pelanggaran Pemilihan. 

 

Pasal 5 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

disampaikan secara langsung kepada Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara: 

a. menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu 

Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan 

pelanggaran; atau 
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b. menggunakan sarana teknologi informasi yang 

disediakan oleh Pengawas Pemilihan. 

 

Pasal 6 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a disampaikan dengan cara: 

a. menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam 

Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan;  

b. menandatangani formulir penerimaan Laporan; dan 

c. menyerahkan data berupa:  

1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau 

surat keterangan kependudukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

2. bukti. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf b disampaikan dengan cara: 

a. mengisi Laporan melalui sarana teknologi informasi 

yang telah ditentukan; 

b. menyerahkan data berupa: 

1. bukti pendaftaran Laporan melalui sarana 

teknologi informasi;   

2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau 

surat keterangan kependudukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

3. bukti, 

kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu 

Pelaporan. 

 

Pasal 7 

(1) Setelah Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

diterima, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat 

tanda bukti penyampaian laporan sebanyak 2 (dua) 
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rangkap sesuai dengan Formulir Model A.3 dengan 

ketentuan: 

a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pelapor; dan 

b. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan.  

(2) Tanda bukti penyampaian Laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan pada hari yang 

sama pada saat pelapor menyerahkan Laporan. 

 

Bagian Kedua 

Temuan 

 

Pasal 8 

(1) Laporan hasil pengawasan yang diduga adanya 

Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan 

berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan. 

(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memperhatikan syarat sebagai berikut: 

a. penemu dugaan pelanggaran merupakan Pengawas 

Pemilihan; 

b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan 

batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan 

hasil pengawasan dibuat; 

c. identitas pelaku; dan 

d. uraian kejadian. 

(3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam Formulir Model A.2. 

 

Bagian Ketiga 

Kajian Awal 

 

Pasal 9 

(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal terhadap 

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 

2 (dua) Hari sejak laporan disampaikan dengan 

menggunakan Formulir Model A.4. 
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(2) kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kegiatan meneliti keterpenuhan syarat formil 

dan syarat materil laporan, jenis pelanggaran, pelimpahan 

Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan 

Pelanggaran Pemilihan; dan/atau Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pemilihan telah ditangani dan diselesaikan 

oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya; 

atau merupakan sengketa Pemilihan. 

(3) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan; 

b. nama dan alamat terlapor; 

c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi 

ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak 

diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan 

pelanggaran; dan 

d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan 

dengan kartu identitas. 

(4) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. peristiwa dan uraian kejadian; 

b. tempat peristiwa terjadi; 

c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan 

d. bukti. 

(5) Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam 

buku registrasi Laporan dan diberi nomor Laporan. 

(6) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam 

buku registrasi.  

 

Pasal 10 

(1) Hasil kajian awal Bawaslu atau Pengawas Pemilihan atas 

Laporan berupa dugaan Pelanggaran Administratif 

Pemilihan, Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan, atau dugaan pelanggaran peraturan 

perundang- undangan lainnya yang telah memenuhi 

syarat formal dan syarat materil diregistrasi dan 
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ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran 

sebagaimana diatur dalam Peraturan bawaslu ini. 

 

Pasal 11 

(1) Hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan atas Laporan 

berupa dugaan pelanggaran Administrasi yang bersifat 

terstruktur, sistematis, dan masif ditindaklanjuti dengan 

menggunakan mekanisme penyelesaian pelanggaran 

administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. 

(2) Hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan atas Laporan 

berupa dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan 

diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada sentra 

penegakkan hukum terpadu untuk di tindaklanjuti.  

(3) Hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan atas Laporan 

berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan ditindaklanjuti dengan menggunakan 

mekanisme Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan. 

(4) Hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan atas 

Laporan berupa dugaan Pelanggaran peraturan 

perundang-undangan lainnya diteruskan kepada instansi 

yang berwenang. 

(5) Hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan atas Laporan 

berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan 

ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan 

Pelanggaran Pemilihan. 

(6) Hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota berupa Laporan dilimpahkan, 

ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang 

menerima pelimpahan Laporan. 
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(7) Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan 

diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan 

tertentu tidak diregistrasi.  

 

Pasal 12 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat melimpahkan atau meneruskan 

Laporan secara berjenjang kepada Panwaslu Kecamatan 

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5. 

(2) Pelimpahan atau penerusan Laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari 

sejak kajian awal. 

(3) Pelimpahan atau penerusan Laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat 

elektronik dengan melampirkan hasil pindaian bukti. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister 

dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan sejak 

pelimpahan Laporan diterima. 

(5) Pelimpahan Laporan atau penerusan Laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam 

rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota.  

 

Pasal 13 

(1) Dalam hal Laporan yang disampaikan pelapor tidak 

memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), petugas 

penerima Laporan memberitahukan kepada Pelapor untuk 

melengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan 

disampaikan. 

(2) Apabila Pelapor tidak melengkapi Laporan yang 

disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan melakukan: 
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a. dalam hal Laporan yang disampaikan tidak memenuhi 

syarat formil dan materil, kajian awal menyatakan 

Laporan tidak dapat diterima. 

b. dalam hal Laporan yang disampaikan memenuhi 

syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil, 

kajian awal menyatakan Laporan tidak dapat 

diterima. 

c. dalam hal Laporan yang disampaikan tidak memenuhi 

syarat formil namun memenuhi syarat materil 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan sebagai 

informasi awal adanya dugaan pelanggaran 

pemilihan. 

 

Bagian Keempat 
Informasi Awal 

 

Pasal 14 

(1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan dalam bentuk informasi lisan 

dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal. 

(2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. Informasi lisan dan/atau tulisan dugaan pelanggaran 

yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu 

Kecamatan; 

b. informasi dugaan pelanggaran melalui media 

elektronik resmi pengaduan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu 

Kecamatan;  

c. Laporan yang disampaikan langsung kepada Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu 

Kecamatan tetapi tidak memenuhi syarat formil; atau 

d. informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
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Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam 

proses penanganan pelanggaran. 

(3) Informasi awal yang diterima oleh Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu 

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dicatat 

dalam Formulir Model A.6 untuk selanjutnya dilakukan 

rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan untuk memutuskan 

tindaklanjut atas informasi awal. 

(4) Dalam hal informasi awal sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) ditindaklanjuti, maka dibentuk tim penelusuran 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan.  

 

Pasal 15 

(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas 

kebenaran informasi awal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan 

Bawaslu yang mengatur terkait pengawasan Pemilihan.  

(2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas 

informasi awal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai 

informasi awal. 

(3) Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan 

pelangggaran Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menuangkan 

hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke 

dalam laporan hasil pengawasan.  

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan 

menjadi Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan. 

(5) Tindak lanjut atas informasi awal yang didapatkan 

pengawas Pemilihan dari laporan sebagaimana diatur 
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dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dapat diinformasikan 

kepada pemberi informasi atau diumumkan di papan 

pengumuman sekretariat Pengawas Pemilihan. 

 

Bagian Kelima 
Temuan dan Laporan Tindak Pidana Pemilihan 

 

Pasal 16 

(1) Bawaslu dapat menerima Laporan dugaan Tindak Pidana 

Pemilihan. 

(2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan menerima Laporan atau 

menemukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.  

(3) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu 

oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang 

tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu. 

(4) Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan 

dilakukan pembahasan pada sentra penegakkan hukum 

terpadu dan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang 

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  

 

BAB III 

PENANGANAN PELANGGARAN  
 
Bagian Kesatu 

Umum  
 

Pasal 17 

(1) Bawaslu dapat melakukan penanganan Laporan. 

(2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,  atau 

Panwaslu Kecamatan melakukan penanganan 

Temuan dan/atau Laporan sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan pada tempat terjadinya Pelanggaran. 
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(3) Laporan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan tidak bisa dilaporkan kembali. 

(4) Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi di wilayah 

Provinsi atau kabupaten/Kota yang tidak 

menyelenggarakan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu 

atau Bawaslu Provinsi. 

(5) Dalam hal Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh 

Bawaslu Provinsi ditempat dugaan Pelanggaran Pemilihan 

terjadi. 

(6) Dalam hal Bawaslu Provinsi melakukan penanganan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ditempat dugaan 

Pelanggaran Pemilihan terjadi. 

 

Bagian Kedua 
Waktu Penanganan Pelanggaran 

 

Pasal 18 

(1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti 

atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan, paling 

lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan diterima. 

(2) Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat 

meminta keterangan tambahan dari Pelapor dalam waktu 

paling lama 2 (dua) hari. 

(3) Keterangan tambahan dari Pelapor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara 

klarifikasi tambahan. 
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Bagian Ketiga 
Kajian Temuan dan Laporan  

 

Pasal 19 

(1) Petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan 

Laporan yang telah diregistrasi.  

(2) Berkas Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diteruskan kepada bagian/petugas yang 

menangani/mengkaji dugaan pelanggaran. 

 

Pasal 20 

(1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan dibuat oleh 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan dan dapat dibantu oleh petugas 

yang ditunjuk. 

(2) Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan sistematika kajian sebagai berikut: 

a. kasus posisi; 

b. data; 

c. kajian; 

d. kesimpulan; dan 

e. rekomendasi; 

(3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tertuang dalam Formulir Model A.11. 

(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno 

Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota,  atau Panwaslu Kecamatan. 

(5) Penomoran Formulir Model A.11 menggunakan 

penomoran yang sama dengan nomor dalam Formulir 

Model A.4 untuk Laporan atau Formulir Model A.2 untuk 

temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan. 

 

Pasal 21 

(1) Dalam melakukan proses pengkajian Temuan atau 

Laporan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat 
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meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga 

sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli secara 

langsung atau dalam keadaan tertentu dapat melalui 

media daring/teknologi informasi untuk diklarifikasi atau 

didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan 

Formulir Model A.7, Formulir Model A.8 dan Formulir 

Model A.9. 

(2) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa masalah geografis, masalah keamanan, 

ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam 

atau bencana non alam. 

(3) Kehadiran Pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga 

sebagai pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

(1) dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim 

kampanye. 

(4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat dalam berita acara klarifikasi pada 

Formulir Model A.10. 

(5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan 

pemberkasan Pengawas Pemilihan.  

(6) Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dapat diberikan kepada pihak yang 

diklarifikasi setelah penanganan Pelanggaran Pemilihan 

selesai dilakukan. 

(7) Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk 

mendatangani berita acara klarifikasi, Pengawas 

Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang 

diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita 

acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang 

melakukan klarifikasi. 

(8) Dalam hal klarifikasi dilakukan melalui media 

daring/teknologi informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan: 

a. menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung 

kepada para pihak atau melalui teknologi informasi 

dan komunikasi serta memastikan undangan 
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klarifikasi tersebut diterima oleh pihak yang 

diklarifikasi; 

b. mencantumkan dalam undangan klarifikasi bahwa 

klarifikasi dilakukan melalui teknologi informasi dan 

dilakukan perekaman secara audio visual. 

c. memastikan jaringan internet yang kuat dan teknologi 

yang digunakan memuat perekaman terhadap proses 

klarifikasi; 

d. memastikan pihak yang diklarifikasi bersedia 

diklarifikasi melalui media daring dan klarifikasi yang 

dilakukan terekam. 

e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan memastikan identitas pihak 

yang dilakukan klarifikasi; 

f. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan membacakan berita acara 

sumpah/janji sebelum proses klarifikasi dilakukan 

dan pihak yang diklarifikasi menyatakan bersedia atau 

tidak bersedia diambil sumpah/janji;  

g. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan melakukan proses 

klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi menjawab 

sesuai pertanyaan yang diajukan dan dicatat dalam 

berita acara oleh notulen sesuai dengan Formulir 

Model A.10; 

h. hasil berita acara yang telah dicatat oleh notulen, 

dibacakan dan dimintakan konfirmasi oleh Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan kepada pihak yang diklarifikasi; 

dan 

i. klarifikasi yang dilakukan ditandatangani oleh 

klarifikator.  
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Paragraf 1 

Tim Klarifikasi Bawaslu 

 

Pasal 22 

(1) Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk 

melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. 

(2) Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas Ketua dan/atau 

Anggota, atau tenaga ahli atau pejabat sruktural, 

dan/atau staf divisi Penanganan Pelanggaran.  

(3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu. 

(4) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat secara lisan 

atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Jenderal, 

atau pejabat struktural untuk menandatangani 

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas 

nama Ketua Bawaslu. 

(5) Ketua atau Anggota Bawaslu dapat memberikan mandat 

secara tertulis atau lisan kepada Ketua dan/atau Anggota 

Bawaslu Provinsi dan Ketua dan/atau Anggota Bawalu 

Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi. 

 

Paragraf 2 

Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi 

 

Pasal 23 

(1) Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim klarifikasi untuk 

melakukan klarifikasi atau meminta keterangan. 

(2) Tim klarifikasi Bawaslu Provinsi terdiri atas Ketua 

dan/atau Anggota, pejabat struktural, dan/atau staf 

sekretariat.  

(3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi. 

(4) Ketua Bawaslu Provinsi dapat memberikan mandat 

secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau sekretaris 

Bawaslu Provinsi, atau pejabat struktural untuk 

menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu Provinsi. 
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(5) Ketua atau anggota Bawaslu Provinsi dapat memberikan 

mandat secara tertulis atau lisan kepada Ketua dan/atau 

Anggota Bawalu Kabupaten/Kota dan ketua dan/atau 

Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan 

klarifikasi. 

 

Paragraf 3 

Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu 

Kecamatan  

Pasal 24 

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk tim 

klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta 

keterangan. 

(2) Tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan/atau 

Anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat. 

(3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

(4) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan 

mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau 

sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pejabat 

struktural untuk menandatangani keputusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(5) Ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat 

memberikan mandat secara tertulis atau lisan kepada 

Ketua dan/atau Anggota Panwaslu Kecamatan untuk 

melakukan klarifikasi. 

 

Pasal 25 

(1) Panwaslu Kecamatan atau nama lain dapat membentuk 

tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta 

keterangan. 

(2) Tim klarifikasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan/atau 

Anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat. 
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(3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan 

atau nama lain. 

(4) Ketua Panwaslu Kecamatan atau nama lain dapat 

memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada 

Anggota atau sekretaris Panwaslu Kecamatan atau nama 

lain, atau pejabat struktural untuk menandatangani 

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas 

nama Ketua Panwaslu Kecamatan.  

 

Bagian Keempat 

Hasil Kajian Pengawas Pemilihan 

 

Pasal 26 

(1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan 

dituangkan dalam Formulir Model A.11 dikategorikan 

sebagai: 

a. Pelanggaran Pemilihan; atau 

b. bukan Pelanggaran Pemilihan; 

(2) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi:  

a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan: 

b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau 

c. Tindak Pidana Pemilihan; 

 

Bagian Kelima 

Pengambilalihan 

 

Pasal 27 

(1) Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat 

mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi 

Temuan atau Laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu 

Kecamatan. 

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 
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a. tempat dan kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan 

terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas 

daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas 

kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya; 

b. dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau 

diberhentikan tetap dari jabatan sebagai 

Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua/Anggota 

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua/Anggota 

Panwaslu Kecamatan; 

c. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan 

kewajiban; 

d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana 

dalam menangani dugaan Pelanggaran bagi Panwaslu 

Kecamatan atau nama lain serta Panwaslu 

Kelurahan/Desa; dan/atau 

e. apabila Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan setempat juga menjadi 

terlapor dalam Laporan. 

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan 

menggunakan Formulir Model A.12. 

 

Bagian Keenam 

Pendampingan dan Supervisi  

 

Pasal 28 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan kepada 

pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan 

tingkatannya jika mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengkajian dugaan Pelanggaran Pemilihan. 

(2) Pendampingan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan 

atas permintaan tertulis Bawaslu Provinsi, bawaslu 

Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan 

secara berjenjang. 
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(3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat 

pleno untuk melakukan pendampingan kepada 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,  atau 

Panwaslu Kecamatan, dalam penanganan Pelanggaran. 

(4) Tata cara pendampingan akan diatur lebih lanjut dalam 

pedoman penanganan Pelanggaran. 

 

Pasal 29 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu 

Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya 

dalam proses penanganan Pelanggaran Pemilihan. 

(2) Tata cara supervisi akan diatur lebih lanjut dalam 

pedoman penanganan pelanggaran. 

 

BAB IV 

TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN  

Bagian Kesatu 

Pelanggaran Pemilihan  

 

Paragraf 1 

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 

 

Pasal 30 

(1) Bawaslu meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik 

kepada DKPP. 

(2) Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi 

pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS 

kepada KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan Formulir Model A.13 dengan 

melampirkan berkas pelanggaran. 

(4) Berkas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) paling sedikit memuat: 

a. formulir Temuan/Laporan; 
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b. kajian; dan 

c. bukti. 

(5) Bawaslu kabupaten/kota menyelesaikan Pelanggaran 

Kode Etik terhadap Panwaslu kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS. 

(6) Tata cara penanganan Pelanggaran Kode Etik mengacu 

pada Peraturan Bawaslu tentang Mekanisme Penanganan 

Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan 

Suara. 

 

Paragraf 2 

Pelanggaran Administrasi Pemilihan 

 

Pasal 31 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan memutuskan Temuan dan Laporan 

sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan 

hasil kajian. 

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

dan/atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi 

terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai 

Pelanggaran Administrasi Pemilihan. 

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi 

Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU 

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai 

dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir 

Model A.14. 

(4) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU 

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta 

Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan 

lisan atau peringatan tertulis. 
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Paragraf 3 

Tindak Pidana Pemilihan 

 

Pasal 32 

Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan 

oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 

sentra penegakan hukum terpadu sesuai dengan tingkatannya 

dengan menggunakan Formulir Model A.15. 

 

Bagian Kedua 

Bukan Pelanggaran Pemilihan 

 

Pasal 33  

(1) Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan 

Pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan lain, diteruskan kepada instansi yang 

berwenang sesuai dengan Formulir Model A.16. 

(2) Penerusan/rekomendasi dugaan Pelanggaran Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam 

rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. 

(3) Hasil kajian yang dikategorikan bukan pelanggaran 

pemilihan dan bukan merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan perundang-undangan lainnya, dihentikan atau 

tidak ditindaklanjuti. 

(4) Penghentian atau tidak ditindaklanjutinya Temuan atau 

Laporan pelanggaran diputuskan dalam rapat pleno 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

atau Panwaslu Kecamatan. 
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BAB V 

STATUS PENANGANAN PELANGGARAN 

 

Pasal 34 

(1) Status penanganan Pelanggaran wajib diumumkan di 

sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai 

Pemberitahuan mengenai status penanganan 

Temuan/Laporan yang dicantumkan dalam Formulir 

Model A.17. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditempatkan di papan pengumuman. 

(3) Pemberitahuan status pelanggaran dapat disampaikan 

kepada Pelapor melalui surat baik secara langsung 

maupun melalui teknologi informasi. 

 

BAB VI 

PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI 

 

Pasal 35 

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi 

penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. 

(2) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada 

anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat 

KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan yang sedang berlangsung. 

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan 

putusan DKPP. 

 

Pasal 36 

Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak 

lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada 

anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai 
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sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung. 

 

Pasal 37 

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 

ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 

21 ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 

27 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32, Pasal 

33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) serta format nomor penerimaan 

laporan pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 38 

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas 

Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan 

Kabupaten/Kota di Aceh. 

 

Pasal 39 

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam 

Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen 

Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota di Aceh. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 40 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 
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dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1500) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 41 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal … 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

ABHAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal …   

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN 

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 

 

 

DAFTAR FORMULIR DALAM PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN 

PEMILIHAN  

 

1. FORMULIR MODEL A.1 

PENERIMAAN LAPORAN 

2. FORMULIR MODEL A.2 

TEMUAN 

3. FORMULIR MODEL A.3 

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN 

4. FORMULIR MODEL A.4 

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN  

5. FORMULIR MODEL A.5 

PELIMPAHAN 

6. FORMULIR MODEL A.6 

INFORMASI AWAL LAPORAN 

7. FORMULIR MODEL A.7 

UNDANGAN KLARIFIKASI  

8. FORMULIR MODEL A.8 

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 

9. FORMULIR MODEL A.9 

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 

10. FORMULIR MODEL A.10 

 BERITA ACARA KLARIFIKASI 

11. FORMULIR MODEL A.11 

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN 

12. FORMULIR MODEL A.12 
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PENGAMBILALIHAN TEMUAN/LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN 

PEMILIHAN 

13. FORMULIR MODEL A.13 

PENERUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN 

14. FORMULIR MODEL A.14 

PENERUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN 

15. FORMULIR MODEL A.15 

PENERUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN 

16. FORMULIR MODEL A.16 

PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN 

LAINNYA 

17. FORMULIR MODEL A.17 

PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN/TEMUAN 
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Formulir Model A.1 

 
 

PENERIMAAN LAPORAN 

Nomor : …./LP/P.GUB/BULAN…/TAHUN….* 

     …./LP/P.BUP/BULAN…/TAHUN….* 

    …./LP/P.W.KOTA/BULAN…/TAHUN….* 

 
 

Nasional  : …………. 

Provinsi  : ………….         

Kabupaten/Kota  : ………….  

Kecamatan  : ………….  

Desa/Kelurahan  : …………. 

 
1. Pelapor 

a. Nama : ........................................ 
b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) : ........................................ 
c. Tempat/Tgl Lahir : ........................................ 
d. Jenis Kelamin : ........................................ 

e. Pekerjaan : ........................................ 
f. Kewarganegaraan : ........................................ 
g. Alamat : ........................................ 

h. No. Telp/HP : ........................................ 
i. Fax** : ........................................ 
j. E-Mail** : ........................................ 
 

2. Peristiwa yang dilaporkan 

a. Peristiwa : .......................................................... 

b.  Tempat Kejadian : .......................................................... 
c. Waktu Kejadian      : ......................................................... 
d.  Hari dan Tanggal Diketahui : ......................................................... 

e. Terlapor : .......................................................... 
f. Alamat Terlapor*** : .......................................................... 
g. No. Telp/HP Terlapor : .......................................................... 

 
3. Saksi – saksi 

1.  Nama : ............................................................................ 
Alamat*** : ............................................................................ 
No. Telp/Hp : ............................................................................ 

2.  Nama : ............................................................................ 

Alamat*** : ............................................................................ 
No. Telp/Hp : ............................................................................ 

3. dst….. 

 
4. Bukti-Bukti : 

a. ...................................................................................................... 
b.  ....................................................................................................... 

c. ....................................................................................................... 
d.  dst.. 
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CAP 

5. Uraian singkat kejadian: 

……………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………….............…
………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………...........
..…………………………………………………………………………………............
.……………………………………………………………………………………..........

.……………………………………………………………………………………..........

.……………………………………………………………………………………..........

.…………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………….............. 

 
Dilaporkan di      :  

Hari dan Tanggal    : 
Waktu/jam     :  

 
Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan 
saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. 

 

 
Penerima Laporan 

 
 
 

 

………………….. 

Pelapor 
 
 
 

 

……………………… 
 

 

 
 

Keterangan: 

*sesuaikan dengan jenis Pemilihan 
**tidak wajib diisi. 
***jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup

 disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor. 
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Formulir Model A.2 

 
 

FORMULIR TEMUAN 

Nomor : …./TM/P.GUB/BULAN…/TAHUN…. 

    …./TM/P.BUP/BULAN…/TAHUN…. 

  …/TM/P.W.KOTA/BULAN…/TAHUN….* 
  

Nasional  : ………………….……. 

Provinsi  : ………………………. 

Kabupaten/Kota : ………………….…….  

Kecamatan  : ………………….…….  

Desa/Kelurahan : ………………….……. 

 
1. Data Pengawas 

a. Nama : ............................................. 

b.  Jabatan : ............................................. 

c. Alamat : ............................................. 
 
 

2. Peristiwa yang ditemukan 

a. Peristiwa    : ............................................................... 

b.  Tempat Kejadian   : ............................................................... 

c. Waktu Kejadian   : ............................................................... 

d.  Hari dan Tanggal ditemukan : .............................................................. 

e. Terlapor    : .............................................................. 

f. Alamat Terlapor**   : .............................................................. 

g. No. Telp/HP Terlapor  : .............................................................. 

 
 

3. Saksi – saksi 

1.  Nama  : ................................................................................. 

Alamat**  : ................................................................................. 

No. Telp/Hp : ................................................................................. 

2. Nama   : ................................................................................. 

Alamat**  : ................................................................................. 

No. Telp/Hp : ................................................................................. 

3. dst…. 
 

4. Bukti-Bukti : 

a.  ............................................................................................................... 

b.  ............................................................................................................... 

c.  dst.. 
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5. Uraian singkat kejadian : 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............. 

 
 
 

    ……………………, tanggal…………………. 

Bawaslu Provinsi…../Bawaslu Kab/Kota……../Panwaslu 

Kecamatan………../Panwaslu Kelurahan/Desa………/Pengawas TPS, 
 
 

 
(tanda tangan dan nama jelas) 
(jabatan) 
 

Keterangan: 
* penomoran disesuaikan dengan jenis pemilihan 
** jika alamat Terlapor/Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup
 disebutkan dusun/desa/kelurahan 
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CAP 

Formulir Model A.3 
 
 

        TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN 

       No.  ….* 

    

 
Telah diterima 

dari Nama : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Alamat : 

Pekerjaan  : 

No.Telp/HP : 

Hari danTanggal : 

Waktu : 

Dokumen : 1. .......................................... 

   2. .......................................... 

   3. .......................................... 

 

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota,*) 
Provinsi……………/ Kabupaten……………./ Kota……………,*) 

Tahun…………… 

 

  

 , **   

Diterima oleh, 

 
 

 

       Petugas Penerima       Pelapor 
 
 

 
 
 

 

Keterangan: 

* Sesuai dengan Nomor laporan dan jenis pemilihan 
** Tempat, tanggal, bulan, tahun. 
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CAP 

Formulir Model A.4 
 
 

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN 

NOMOR:………….* 
 

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh: 

a. Nama  : 
b. Alamat  : 
c. Pekerjaan  : 

 
II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal 

yang dilanggar) 
............................................................................................................

............................................................................................................ 
 

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai 
berikut: 
a. Syarat Formil................................................................................... 

b. Syarat Materil.................................................................................. 
c. Jenis Pelanggaran............................................................................ 

d. Tempat Terjadinya........................................................................... 
e. ............... 

 
IV. Kesimpulan 

- Laporan memenuhi syarat formil dan materil, atau 
- Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil, atau 

- Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan pada 
Pengawas Pemilu ditingkatan tertentu** 

- Laporan dilimpahkan ke...** 

- Laporan Merupakan sengketa pemilihan atau Dugaan Pelanggaran 
Administrasi Pemilihan TSM 
 

V. Rekomendasi 
- Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formil/atau 

materil laporan paling lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima 
yaitu berupa.....*** 

- Laporan tidak diregistrasi 
- Laporan dilimpahkan ke....** 

- Merupakan sengketa Pemilihan atau Dugaan Pelanggaran 
Administrasi Pemilihan TSM dan disampaikan kepada Pelapor 

 , **** 
 
PENGAWAS PEMILU..............**** 
 
.......................... 
 

 

............................................. 
 

Keterangan: 

* Nomor sama dengan formulir penyampaian laporan  
** Disesuaikan dengan tingkatan pengawas pemilihan 
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*** Disesuaikan dengan syarat formil/materil yang belum dilengkapi oleh 
Pelapor 

**** Disesuaikan dengan nama lembaga.  
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Formulir Model A.5 
 

KOP PENGAWAS PEMILU 
 

 

Nomor : …………………… 
Sifat  : ......... 
Lampiran  : ............. 
Hal : Pelimpahan/Penerusan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran  
                      Pemilihan....* 

 

 

Kepada Yth. 
Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota/Panwaslu 
Kecamatan** 

di - 
……………………. 

 

1. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

2. Menindaklanjuti Temuan/Laporan dugaan pelanggaran yang telah 

dituangkan dalam form... dengan nomor.....tanggal... terkait...., dengan ini 

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** melimpahkan 

penanganan Temuan/Laporan dimaksud kepada Bawaslu 

Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**; 

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu 

Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**untuk segera 

menindaklanjuti Temuan/Laporan dimaksud sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu 

Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/** pada kesempatan pertama terkait 

dengan perkembangan penanganan Temuan/Laporan tersebut. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. 

___________,__________________*** 
 

 
Ketua Bawaslu/Pengawas Pemilihan................**** 
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        _____________________________ 

Keterangan: 

*  Disesuaikan dengan Pelanggaran Pemilu. 
**  Coret yang tidak perlu 
***  Tempat, tanggal, bulan, tahun. 

****  Disesuaikan dengan nama lembaga 

  

 

CAP 
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CAP 

Formulir Model A.6 

 
 

INFORMASI AWAL LAPORAN 

Nomor : … 

 
 

Nasional : ………….. 

Provinsi : …….……. 

Kabupaten/Kota : …………..  

Kecamatan : …………. 

Desa/Kelurahan : ………….. 

 
1. Telah diterima informasi awal yang berasal dari :……….* 

 

2. Informasi adanya dugaan pelanggaran pemilihan berupa: 

a. Peristiwa : ............................................................. 
b.  Tempat Kejadian : ............................................................. 
c. Waktu Kejadian      : ............................................................. 
d.  Hari dan Tanggal Diketahui : ............................................................ 

e. ..dst 

 
3. Bukti-Bukti awal : 

a. .......................................................................................................... 

b.  .......................................................................................................... 
c. .......................................................................................................... 
d.  dst.. 

 
4. Uraian singkat dugaan pelanggaran: 

……………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………........... 
 

 
Penerima 

Informasi Awal 
 
 

 
 

…………………..  

 

 
 

Keterangan: 

*diuraikan sumber dari informasi awal 
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CAP 

Formulir Model A.7 
 
 

KOP PENGAWAS 

PEMILU 
 
 

Nomor : 
Hal : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan 

 
Kepada Yth 
…………………………………… 
di -…………………................ 

 
1.  Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor………………….., bersama ini kami 

Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu 

Kecamatan mengundang Sdr.  ………………………………..  untuk 

memberikan keterangan/ klarifikasi perihal........... ** 

3. Pemberian Keterangan/Klarifikasi akan dilaksanakan pada: 

a. Hari dan Tanggal : 

b. Waktu : Pukul ...... 
c. Tempat : 
d. Bertemu dengan : 

 

4. Demikian untuk menjadi maklum.  
 

  ,  *** 
 

PENGAWAS..............****  

KETUA, 

 

 
............................................. 
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Keterangan 
*Coret yang tidak perlu. 
**Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan. 
*** Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan 
**** Sesuai dengan nama lembaga. 
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Formulir Model A.8 
 
 

KOP PENGAWAS PEMILU 

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 

 

Pertanyaan: 

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah 

sumpah/janji*)? 
 
 

Jawaban: 

Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. 

 
 

--------- Pada hari ini …… tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/WITA/WIT, 

saya: 

------------------------------------:  : ----------------------------------- 
 

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan  yang 

saya anut, yakni agama ....…………….** terkait dengan 
……………………...................……..*** 

 
 

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama 
………...)*,bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya 
dan tidak lain daripada yang sebenarnya. 

 
 

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai 
tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. 

 
 

Saya yang bersumpah/berjanji, 
 
 

Meterai Rp 6000 
 
 

…………………………. (Nama 

dan tandatangan) 

 
 

 
 

 

Keterangan: 

* sesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah 
** Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. 
*** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. 

  



 

 
 

 
- 48 - 

 

 

Formulir Model A.9 
 
 

KOP PENGAWAS PEMILU 

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI 

 

Pertanyaan: 

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah 

sumpah/janji*)? 
 
 

Jawaban: 

Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. 

 
 

--------- Pada hari ini …… tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/WITA/WIT, 

saya: 

------------------------------------:  : ----------------------------------- 
 

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan  yang 

saya anut, yakni agama ....…………….** terkait dengan 
……………………...................……..*** 

 
 

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama ………...)*, 
bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan 
keahlian yang saya miliki. 

 
 

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai 
tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. 

 
 

Saya yang bersumpah/berjanji, 
 
 

Meterai Rp 6000 
 
 

…………………………. (Nama 

dan tandatangan) 

 
 

 
 

 

Keterangan: 

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaa pihak yang bersumpah 
**Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. 
*** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. 
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Formulir Model A.10 
 

 
 

KOP PENGAWAS PEMILU  

BERITA  ACARA KLARIFIKASI*** 

 
--------- Pada hari ini …… Tanggal ….bulan …….tahun....., pukul ……… WIB/ 
WITA/ WIT, saya--------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------:  : --------------------------------- 
 
Jabatan sebagai ……………., pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi……………./ Badan Pengawas Pemilihan 
Kabupaten/Kota……………../ Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas Pemilihan 
Umum Kecamatan…………./Panitia Pengawas Kelurahan/Desa…………/ 

Pengawas TPS……………/ tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas nomor 
:…………………………….tanggal ………………….., bersama :------------------------- 

 
jabatan sebagai ……………………….., pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi……………./ Badan Pengawas 

Pemilihan Kabupaten/Kota……………../ Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas 
Pemilihan Umum Kecamatan…………./Panitia Pengawas 
Kelurahan/Desa…………/ Pengawas TPS……………/ tersebut diatas, telah 

meminta keterangan  dari seorang yang bernama: 
-----------------------------------:  : --------------------------------- 

 
Dilahirkan  di  ..........  tanggal  ..........  Bulan  ..........  Tahun  ..........       
(umur..........Tahun), pekerjaan .........., Agama: .........., Kewarganegaraan 

Indonesia, tempat tinggal di 
……………………................................................................................................ 
 

Ia (.................) didengar keterangannya sebagai …………………………., terkait 

dengan………………………….............................................................................. 
...........………………………….............................................................................. 
 

Atas pertanyaan Saya/Kami, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan 
sebagai berikut: 
 

PERTANYAAN: 
 

Pertanyaan Pembuka 

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan 

rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan 

laporan di atas ……………?--------------------------------------------------------- 

                 ----------01. .......................Jawaban).-------------------------------------------- 
2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), 

Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait 

dengan adanya.................?-------------------------------------------------------- 

                 ----------02. .......................Jawaban).------------------------------------------- 
3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? 

Jelaskan! ----------------------------------------------------------------------------- 

                 ----------04. .......................Jawaban).-------------------------------------------- 
4. Apakah Saudara bersedia dimintai keterangan lewat daring/Teknologi 

informasi dan keterangan saudara terekam secara audio visual?! (Untuk 
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klarivikasi yang menggunakan daring/teknologi informasi)----------------------

--------------------------------------------------------- 

                 ----------04. .......................Jawaban).-------------------------------------------- 
 
Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)* 

04.  .............................................................................................................**-- 
       ----------04. .......................Jawaban).----------------------------------------- 
05.  .............................................................................................................**-- 

       ----------05. .......................Jawaban).----------------------------------------- 
06.  .............................................................................................................**-- 
       ----------06. .......................Jawaban).----------------------------------------- 
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Pertanyaan Penutup 

7. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara 

sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan 

hukum?------------------------------------------------------------------------------- 

         ----------07. .......................Jawaban).------------------------------------------- 
 

8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin 

Saudara sampaikan?---------------------------------------------------------------- 

         ----------08. .......................Jawaban).------------------------------------------- 
 
9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila 

diperlukan ? -------------------------------------------------------------------------- 

         ----------09. .......................Jawaban).------------------------------------------- 

 
10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa 

tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-- 

         ----------10. .......................Jawaban).------------------------------------------- 
 

------Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali 
kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas 

dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban 
yang disampaikan kepada Panwaslu, pemberi keterangan membubuhkan  
tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.---------------------- 

 

YANG MEMBERI KETERANGAN,  

(YANG DILAKUKAN VIA DARING PEMBERI KETERANGAN DIHAPUS) 

 
 
 

 (……………………………………) 
 

 

---------- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, 
kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..................., pada Pukul...........,  hari 
.......... tanggal .......... Tahun 20...........-------------------------------------------- 

 

YANG MEMINTA KETERANGAN, 
 

 
 

( ………………………………..) 

 
 
Keterangan 

* Coret yang tidak perlu 
** Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali 

informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti 
dengan  substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan 
penanganan kasus. 

*** Apabila klarifikasi tambahan diberi keterangan berita acara klarifikasi 
tambahan 

 

  



 

 
 

 
- 52 - 

 

 

 

CAP 

Formulir Model A.11 
 

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN 
*Nomor ..................... 

Nasional : …………. 
Provinsi : …………. 

Kabupaten/Kota : …………. 
Kecamatan  : …………. 
Desa/Kelurahan  : …………. 

I. Kasus Posisi : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

II.  D a t a : 

1. Pelapor/Penemu ** : .............................................. 
2. Pekerjaan/Jabatan : .............................................. 
3. Alamat : .............................................. 

4. Terlapor/Pelaku*** : .............................................. 
5. Pekerjaan : .............................................. 
6. Alamat : .............................................. 

7. Tanggal Laporan/Temuan : .............................................. 
8. Tanggal Peristiwa : .............................................. 
9. Bukti-Bukti : .............................................. 
  : .............................................. 
  : .............................................. 

     III. Kajian  

1. Dasar Hukum :  ………………………….....………………. 
2. Fakta :  ………………………….....………………. 
3. Analisis 

 a. Tentang Temuan/Laporan*  : .............................................. 
 b. Tentang Penemu/Pelapor*  : .............................................. 

 c. Tentang Terlapor   : .............................................. 
 d. Tentang Waktu Temuan/Laporan* : .............................................. 
 e. Tentang dugaan pelanggaran : .............................................. 

 
IV. Kesimpulan : …………………………………….....………. 

 
V.  Rekomendasi : ………………………………….....…………. 

 

  ,  **** 

 
PENGAWAS PEMILU..............***** 
............................****** 
 
 

 
............................................. 

 
Keterangan 

 
* Nomor sama dengan form penerimaan laporan/Temuan form A-5 /A-2. 
** Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan 

Pelanggaran. 
*** Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan 

Pelanggaran. 
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**** Tempat, tanggal, bulan, tahun. 
***** Disesuaikan dengan nama lembaga. 
******Bidang Penanganan Pelanggaran. 
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Formulir Model A.12 
KOP PENGAWAS PEMILU 

 

 

Nomor : …………………… 
Sifat  : ......... 
Lampiran  : ............. 
Hal : Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran  
                      Pemilihan....* 
 

 
Kepada Yth. 

Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota/Panwaslu 
Kecamatan** 
di - 

……………………. 

 

1. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

2. Menindaklanjuti hasil Pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu 

Kabupaten/kota tanggal... terkait...., dengan ini Bawaslu/Bawaslu 

Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** mengambilalih penanganan 

Temuan/Laporan nomor yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu 

Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**; 

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu 

Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**untuk segera 

menyerahkan proses penanganan Temuan/Laporan tersebut. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. 

___________,__________________*** 
 

Ketua Bawaslu/Pengawas Pemilihan................**** 

        _____________________________ 

 

CAP 
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Keterangan: 

*  Disesuaikan dengan Pelanggaran Pemilu. 

**  Coret yang tidak perlu 
***  Tempat, tanggal, bulan, tahun. 

****  Disesuaikan dengan nama lembaga 
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Formulir Model A.13 
 
 

KOP  
 
 

Nomor : …………………… 
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
 
 

Kepada Yth. 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU Kabupaten/Kota di - 
……………………. 

 

1. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua 

dan  Anggota  Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota maka  kasus  

yang  dilaporkan/  ditemukan oleh ………………… dengan Nomor 

Laporan/Temuan ……………*(terlampir) diduga kuat merupakan 

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan 

kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU Kabupaten/Kota; 

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

___________,__________________** 

 

Pemilihan Pemilihan 
Ketua 

 

        _____________________________ 
 

Keterangan 

*Coret yang tidak perlu. 
** Tempat, tanggal, bulan, tahun. 

 

CAP 
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Formulir Model A.14 
 
 

KOP  
 
 

Nomor : …………………… 
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan 
 
 

Kepada Yth. 

Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS** 
di - 
……………………. 

 

1. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua 

dan  Anggota  Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota/ Panwaslu 

Kecamatan maka  kasus  yang  dilaporkan/  ditemukan oleh………………… 

dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) diduga kuat 

merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk selanjutnya 

diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS; 

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

___________,__________________** 
 

Pemilihan Pemilihan 

Ketua 

        _____________________________ 

   
 

Keterangan 
*Coret yang tidak perlu. 
** Tempat, tanggal, bulan, tahun 

 

CAP 
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Formulir Model A.15 
 
 

KOP  
 
 

Nomor : …………………… 
Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemilihan 
 

Kepada Yth. 
Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres/Kapolrestabes/Kapolres 

Metro 
di - 
……………………. 

1. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

c. Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung 

Nomor.... tentang..... Tahun 2020  

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua 

dan  Anggota  Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota maka  kasus  

yang  dilaporkan/  ditemukan oleh ………………… dengan Nomor 

Laporan/Temuan…………………………….*(terlampir) diduga kuat 

merupakan Tindak Pidana Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan 

kepadaKapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres/Kapolrestabes

/Kapolres Metro 

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

___________,__________________** 
 

Pengawas Pemilihan 
Ketua 

        _____________________________ 

Keterangan 
*Coret yang tidak perlu. 
** Tempat, tanggal, bulan, tahun

 

CAP 
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Formulir Model A.16 
 
 

KOP  
 
 

Nomor : …………………… 
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya 
 
 

Kepada Yth. 
…………….. 
di - 
……………………. 

 

1. Dasar : 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ......... Tahun 

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua 

dan  Anggota  Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu 

Kecmatan maka  kasus  yang  dilaporkan/  ditemukan oleh………………… 

dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) diduga kuat 

merupakan dugaan pelanggaran………. untuk selanjutnya diteruskan 

……………; 

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 

___________,__________________** 
 

Pengawas Pemilihan 
Ketua 

 

        _____________________________ 

   
 

Keterangan 

*Coret yang tidak perlu. 

 

CAP 
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Formulir Model A.17 

 

KOP PENGAWAS PEMILIHAN 

 
PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang 

masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status 
laporan/temuan sebagai berikut: 

 
 

No. 
NAMA    

PELAPOR/PENGAWAS 

PEMILIHAN* 
DAN TERLAPOR/PELAKU 

NOMOR 
LAPORAN/
TEMUAN 

 

STATUS 

LAPORAN/TEMUAN 

INSTANSI 
TUJUAN/ 
ALASAN 

     

Keterangan: 

 
1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan: 

a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.** 
b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.** 
c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ 

Polrestabes/Metro.** 

d. Instansi lain. 

2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena: 

a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan 

materiil pelaporan. 

b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur 

pelanggaran Pemilu. 

c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. 
d. Alasan lainnya.............. 

3. Alasan Laporan tidak diregistrasi: 

a. Tidak memenihi syart formil fdan materil 

b. merupakan sengketa pemilihan 

c. merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan 

d. Dilimpahkan ke….. 

e. Telah ditangani oleh…. 

 
Diumumkan 

-------,--------- 20..…*** 
 

Pengawas Pemilu.....****, 

CAP 
 

 

………………………….. 

 

Keterangan 

* Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya 
dirahasiakan terkait dengan sifat laporan. 
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** Coret yang tidak perlu. 
*** Tempat, tanggal, bulan, tahun. 
**** Disesuaikan dengan nama lembaga. 

 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

Ttd 
 

ABHAN 
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